












Organisasi merupakan suatu wadah kegiatan sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta, dalam kegiatan operasionalnya senantiasa membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu melaksanakan tugasnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.
Dalam suatu organisasi, unsur utama yang memegang peranan penting untuk mencapai tujuan organisasi, terutama organisasi pemerintah, sebab organisasi pemerintah berfungsi menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan, dan pembangunan dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat,sehingga keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat ditentukan oleh manusia yang menjadi anggota organisasi.
Pembangunan pegawai diarahkan untuk menciptakan pegawai pemerintahan yang lebih efisien dan lebih efektif, berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas pemerintahan dan pembangunan dengan baik serta dilandasi dengan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Para pegawai pemerintahan berkewajiban memberikan pelayanan yang baik tanpa memandang ras, suku, agama maupun golongan.
Dalam suatu organisasi, kedudukan dan peranan pegawai merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan tujuan dari suatu organisasi.Dalam hal ini manusialah yang memegang peranan penting di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi.
Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung,sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009,sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung di tetapkan dalam peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung .
	Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, untuk selanjutnya disingkat BKD  kota bandung, merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Bandung melalui 
Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut


Fungsi dan Tugas Pokok dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut terbagi dari :
a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan;
b. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan. Selanjutnya, tugas pokok pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja.
Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung tidak mudah, namun keberhasilan dalam pelaksanaan tugas tesebut tidak dapat berjalan lancar apabila tidak adanya disiplin kerja para pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung. Disiplin kerja yang timbul dari para pegawai merupakan gerbang untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.
Keberhasilan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional antara lain ditentukan oleh kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengendalian mempunyai peranan sangat penting dalam mempengaruhi pegawai agar dapat bekerja penuh disiplin yaitu dengan mentaati segala peraturan yang berlaku, demikian pula halnya dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung untuk meningkatkan disiplin kerja pegawainya, maka Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung  harus berusaha meningkatkan kemampuan, kecakapan, serta keterampilan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu melalui pengendalian .
Kemampuan pegawai dalam melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan secara disiplin relatif masih rendah, sehingga alat pengendali salah satunya finger print belum berlangsung secara efektif dan efisien.Berdasar pada hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian.Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung. Dimana disiplin kerja pegawainya belum optimal, sehingga pelaksanaan tugas-tugasnya belum efektif dan efisien.
Berdasarkan hasil penjajagan yang peneliti lakukan pada Badan Kepegawaian Daerah  Kota Bandung, masih terlihat bahwa disiplin kerja pada pewagai rendah, hal ini terlihat dari indikator sebagai berikut:
1.	Disiplin Kerja 
Contoh: Masih ditemuinya pegawai yang melanggar aturan jam kerja, misalnya ketidaktepatannya masuk jam kantor dan jam pulang kantor. Berdasarkan aturan yang berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk jam 08.00. 
2.	Memahami Prosedur Kerja
Contoh : Masih di temuinya pegawai yang melakukan penyimpangan pelaksaan kerja misalnya menunda pekerjaan dan mengalihkan perhatian dengan membaca surat kabar,istirahat sebelum waktunya atau sekedar mengobrol dengan rekan kerja yang lain yang tidak ada hubungsnnya dengan pekerjaan yang harus dilakukan.
Permasalahan-permasalahan yang ditemukan di atas, peneliti menduga bahwa Pengendalian  belum dijalankan sepenuhnya atas alat ukur sebagai berikut:
1.	Sanksi
Contoh: pada badan kepegawaian daerah kota bandung masih mendapati pegawai yang kurang disiplin terutama dalam hal ketepatan waktu 
2.	Pembagian tugas dan wewenang 
Contoh : dalam pembagian tugas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung masih belum berfungsi sebagaimana mestinya. Terutama kurang selektif memilih pegawai yang tepat.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas yang didukung dengan teori–teori yang ada serta dilengkapi dengan data yang terjadi pada kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
“PENGARUH PENGENDALIAN WAKTU TERHADAP DISIPLIN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG ”.

B.	Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah :
1)	Bagaimana pengaruh pengendalian waktu terhadap disiplin kerja pada Badan Kependudukan Daerah (BKD) Kota Bandung?
2)	Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pengaruh pengendalian waktu terhadap disiplin kerja pada Badan Kependudukan Daerah (BKD) Kota Bandung?
3)	Usaha – usaha apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan – hambatan pengaruh pengendalian waktu terhadap disiplin kerja pada Badan Kependudukan Daerah (BKD) Kota Bandung?

C.	Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian 
1.	Tujuan penelitian 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mendapat data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara Universitas Pasundan Bandung.
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:




a.	Untuk memenuhi salah satu tugas akhir perkuliahan dalam mencapai gelar sarjana ilmu pemerintahan;
b.	Untuk mengaplikasikan dan membandingkan antara teori-teori yang didapat dari bangku perkuliahan dengan realitas yang ada di lapangan, dan untuk lebih memahami serta memperluas keilmuan tentang administrasi negara.
2)	Bagi Lembaga Pendidikan
Kegunaan penelitian bagi lembaga pendidikan adalah sebagai bahan untuk evaluasi bagi mahasiswa, serta kinerja lembaga pendidikan yang bersangkutan dalam menghadapi era globalisasi yang sangat kompleks sekali dan penuh dengan persaingan.
3)	Bagi Instansi Bersangkutan
Dengan adanya penelitian diharapkan mahasiswa dapat memberikan ide atau saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada instansi tersebut bersifat membangun kemajuan instansi yang bersangkutan.
D.	Kerangka Pemikiran
Hasibuan (2007:22) Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua pegawai agar mentaati peraturan–peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana, apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian SDM meliputi kehadiran, kedisiplinan, prilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.
Siagian (2008:112) pengendalian merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 
Indikator pengendalian menurut Siagian yaitu: 
(1) Pengawasan langsung ( direct control) yang dilakukan dengan cara inspeksi langsung, on the spot observation,  serta on the spot report,
(2) pengawasan tidak langsung (indirect control), melalui laporan tertulis dan laporan lisan. 
Hasibuan (2003:223) pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. Hasibuan menyatakan bahwa proses pengendalian meliputi tiga hal yaitu :
 (1) penetapan standar; 
(2) pengukuran kegiatan; dan 
(3) membetulkan penyimpangan/tindakan korektif.
Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 
Davidson:2001;6 dalam buku Saputro:2006;21 Menejemen Waktu adalah sebagai penggunaan waktu seefesien dan seefektif mungkin untuk memperoleh waktu maksimal.
Taylor 1990 Manajemen waktu adalah pencapaian sasaran utama kehidupan sebagai hasil utama kehidupan sebagai hasil dari menyisihkan kegiatan-kegiatan yang tidak berarti yang sering memakan waktu.

Forsyth (2009)  Menejemen Waktu adalah cara bagaimana waktu menjadi terkendali sehingga menjamin terciptanya sebuah efektifitas dan efesiensi juga produktifitas.






5.	Penataan ruang kerja 
 Hasibuan (2010:193-194) Disiplin Kerja : Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan diartikan bilamana pegawai selalu datang dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahan dan norma-norma sosial yang berlaku”.
Indikato-indikator yang mempengaruhi disiplin kerja antara lain Hasibuan (2003:223) :
1.	kehadiran, 
2.	ketaatan pada peraturan kerja, 
3.	ketaatan pada standar kerja, 
4.	tingkat kewaspadaan tinggi, 
5.	bekerja etis.
Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kedisiplinan pegawai adalah dengan cara melaksanakan sebaik-baiknya pengendalian sumber daya manusia. 
Berdasarkan pola pikir di atas, penulis menempatkan “pengendalian waktu” sebragai variabel yang mempengaruhi (variabel X) dan “disiplin kerja sebagai variabel yang dipegaruhi (variabel Y), maka keterkaitan antar variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1.1
 		Model Kerangka Pemikiran




























Hipotesis adalah suatu dugaan atau pernyataan sementara mengenai sesuatu masalah tertentu yang harus diuji secara empiric apakah dugaan sementara itu bias diterima atau sebaliknya di tolak.
Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut diatas maka peneliti mengemukanan hipotesis sebagai berikut :
1.	Hipotesis Penelitian :
“Ada pengaruh pengendalian waktu terhadap disiplin kerja pada Badan Kepegawaian Daerah  Kota Bandung”.
2.	Hipotesis Statistik :
1.	Hipotesis diatas adalah hipotesis penelitian yang sifatnya verbal dan subtantif artinya belum bisa diuji oleh karena itu harus di terjemahkan kedalam hipotesis statistik yang di operasional sebagai berikut :
2.	Ho : ρs ≤ 0 = tidak adanya pengaruh antara pengendalian waktu dengan  disiplin kerja .














Y 	: Disiplin kerja
€ 	: Pengaruh dari variabel lain yang tidak dapat diukur dalam penelitian
Berdasarkan hipotesis tersebut, maka untuk mempermudah dalam pengajuan hipotesis, peneliti mengajukan definisi operasional sebagai berikut:
Berdasarkan hipotesis di atas, untuk mempermudah dalam pembahasan selanjutnya, maka peneliti mengajukan definisi operasionalisasi variabel sebagai berikut :
1.	 Pengaruh menunjuk seberapa besar keterkaitan atau pengaruh antara Pengendalian terhadap Disiplin Kerja  di Badan Kepegawaian Kota Bandung.
2.	Pengendalian adalah suatu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi, untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
3.	Menejemen Waktu adalah cara bagaimana waktu menjadi terkendali sehingga menjamin terciptanya sebuah efektifitas dan efesiensi juga produktifitas.
4.	Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.,
F.	Lokasi dan Waktu penelitian 
1.	Lokasi  Penelitian
Badan Kepegawaian Daerah Jl. Wastukancana No. 2 Bandung
Telp. (022) 4206190 Fax (022) 4206190 Bandung
2.	Jadwal Penelitian







Disiplin Kerja pada Badan Kepegawaian  Daerah dikatakan baik apabila memenuhi indikator-indikator sebagai berikut :
1.	Kehadiran
2.	ketaatan pada standar kerja
3.	tingkat kewaspadaan tinggi
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